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BAB IV  

PENUTUP 

 

IV.1 Kesimpulan  

Insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menyokong dan menstimulus 

kegiatan usaha dalam negeri, nyatanya tidak memberikan dampak positif yang siginifikan bagi 

keberlangsungan usaha dan penanaman modal dalam negeri. Pengecualian objek pajak 

terhadap dividen sebenarnya telah dilakukan oleh sebagian besar negara, tak terkecuali negara-

negara di Asia Tenggara. Insentif pengecualian objek pajak bagi dividen di Indonesia yang 

diberikan melalui sejumlah persyaratan juga terbukti tidak memberikan posisi tawar yang baik 

bagi pasar investasi dalam negeri. Karenanya, apabila mengacu kepada original intent 

penysusunan Undang-Undang Cipta kerja yang antara lain adalah untuk memicu repatriasi dan 

mendukung kegiatan penanaman modal dalam negeri tentu saja hal tersebut belum dapat 

tercapai. 

Secara khusus bagi industri video gim dalam negeri, pemberlakuan insentif terhadap 

pengecualian objek pajak bagi dividen yang ditanamkan dalam negeri nyatanya belum cukup 

mengimbangi beban pajak yang dimiliki oleh para developer maupun publisher dalam negeri 

berhubungan dengan diberlakukannya pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang 

tertuang pada PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

48/PMK.03/2020. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dipaparkan pada bab 3 penelitian ini, 

maka Pemerintah melalui paket kebijakannya telah gagal dalam meraih tujuannya untuk 

mendukung penanaman modal dan kegiatan usaha dalam negeri termasuk di dalamnya industri 

video gim dalam negeri dengan potensi pasar yang masif. Pemerintah dengan memberlakukan 

PMSE justru meletakan posisi industri video gim dalam negeri di keadaan yang merugikan. 

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, industri video gim dalam negeri dipastikan 

kesulitan untuk dapat bersaing dengan perusahaan developer dan publisher dari luar negeri 

yang baik secara teknologi, sumber daya dan beban pajaknya jauh lebih diuntungkan. 

Insentif pajak atas dividen ditanamkan dalam negeri nyatanya tidak memiliki prospek 

yang siginifikan mengingat pengaturan tersebut tidak memiliki banyak perbedaan dari 

ketentuan sebelumnya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (3) huruf  UU Nomor 36 

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (sebelum perubahan), yang mengondisikan Indonesia 
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berada dalam posisi tawar yang kurang menggiurkan bagi investor asing maupun dalam negeri 

dan memiliki kecenderungan seperti menutup peluang penanaman modal dalam negeri. 

Dengan demikian, Insentif pajak berupa kredit pajak bagi perusahaan video gim dalam negeri 

seperti yang diberlakukan di Perancis merupakan sebuah inovasi yang sesuai dan sangat tepat 

dalam hal menjawab persoalan tantangan sumber daya yang dimiliki oleh  perusahaan video 

gim dalam negeri. 

 

IV.2 Saran 

Pengaturan mengenai insentif pengecualian pajak penghasilan atas dividen ditanamkan 

dalam negeri harus tetap diberlakukan, bahkan negara seharusnya sudah melangkah ke arah 

kebijakan pembebasan pajak atas dividen bagi para wajib pajaknya, sebagaimana 

perkembangan model pengenaan pajak atas dividen secara global, yakni pajak atas dividen 

sudah tidak lagi diterapkan oleh banyak negara di Asia Tenggara. Hal tersebut juga sudah 

menjadi suatu keharusan bagi negara, dalam hal apabila negara memang berkomitmen untuk 

menumbuhkan iklim investasi yang baik di dalam negeri dan  memiliki tujuan untuk melakukan 

repatriasi serta meningkatkan kualitas dan skala kuantitas industri digital video gim dalam 

negeri. 

Pengaturan mengenai Pajak atas PMSE justru merupakan sebuah ancaman bagi industri 

video gim sekaligus perekonomian dalam negeri sendiri, mengingat Barang Kena Pajak atas 

transaksi digital merupakan barang yang tak berwujud sehingga membutuhkan pengawasan 

rumit yang lebih dalam peredaran dan implementasinya. Sehingga atas kebijakan ini harus 

dilakuan penangguhan ataupun pencabutan sedini mungkin. Pemerintah harus melakukan 

kajian ulang, terutama untuk perihal implementasi teknis pemungutanya. Kebijakan pajak atas 

PMSE yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 

memiliki kecenderungan untuk mengkondisikan pihak wajib pajak luar negeri lebih memilih 

untuk melakukan penghindaran pajak dengan tidak membuat Badan Usaha Tetap ataupun 

Perseroan Terbatas di dalam negeri. Hal tersebut demikian mengingat secara terkhusus, akibat 

adanya ancaman pengenaan pajak berganda yang mungkin dibebankan oleh negara asal sebuah 

perusahaan video gim luar negeri. Ditambah lagi dengan adanya ketidaksamaan pengaturan 

yang tertuang pada PP Nomor 80 Tahun 2019 yang mewajibkan Perusahaan PMSE asing untuk 

mendirikan kantor perwakilan, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tetap 

mengenakan pajak bagi perusahaan tanpa kantor perwakilan di wilayah NKRI. Dengan 
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demikian, pengawasan atas badan hukum dalam negeri terkait industri video gim akan 

cenderung lebih berat sebelah dan ketat bagi badan hukum dalam negeri. Sementara itu, bagi 

badan usaha luar negeri, cenderung memiliki kelonggaran yang signifikan dalam hal 

pemenuhan kewajiban pajaknya dimana Barang Kena Pajaknya beredar serta dari mana 

penghasilannya diterima, dalam hal ini yang dimaksud adalah berasal dari Indonesia. Sehingga 

dengan demikian, mengacu kepada situasi tersebut maka pengaturan mengenai Pajak 

Pertambahan Nilai atas PMSE harus ditangguhkan sesegera mungkin. 

Secara keseluruhan, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa 

pemberian insentif pajak atas dividen secara nyata tidak memberikan dampak positif bagi 

perusahaan digital video gim, ditambah lagi adanya potensi diskriminasi bagi perusahaan 

dalam negeri dengan diberlakukannya pajak atas PMSE. Dengan demikian, pemerintah selain 

harus mengkaji ulang secara teknis implementasi pajak atas PMSE tersebut, juga perlu 

mempertimbangkan mekanisme pengenaan pajak khusus bagi perusahaan digital terutama bagi 

perusahaan developer dan publisher video gim dalam negeri yakni melalui mekanisme 

pemberian insentif berupa kredit pajak bersyarat, yang jelas-jelas secara nyata akan 

memberikan potensi dampak yang lebih signifikan dibanding pemberian fasilitas insentif pajak 

atas dividen.  

Pemerintah harus segera menuangkan pengaturan mengenai kredit pajak tersebut ke 

dalam instrumen hukum Peraturan Menteri Keuangan dalam hal untuk tujuan memanfaatkan 

pangsa pasar konsumen video gim dalam negeri yang besar. Pemerintah harus pula bersedia 

untuk mengadopsi mekanisme insentif berupa kredit pajak bersyarat seperti halnya yang 

diberlakukan di Perancis. Hal tersebut akan jauh lebih efektif dan akan adil bagi perusahaan 

developer maupun publisher video gim dalam negeri, dibandingkan alih-alih memberikan 

insentif pajak penghasilan atas dividen ditanamkan dalam negeri. Insentif berupa kredit pajak 

akan menjadi sebuah instrumen kebijakan yang benar-benar dengan tepat merespon adanya 

peluang sekaligus tantangan yang dialami oleh industri video gim dalam negeri yang antara 

lain adalah terkait dengan seumber daya manusia, kemajuan teknologi, serta persaingan global 

produk video gim. Pemerintah juga tidak perlu khawatir akan adanya potensi pengikisan pada 

pendapatan negara, mengingat dengan adanya insentif maka secara kuantitas gerak laju industri 

video gim juga akan semakin bergerak positif, selayaknya yang terjadi di Perancis pasca 

pemberlakuan insentif kredit pajak perusahaan video gim.  
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Dalam memberlakuan kebijakan insentif kredit pajak melalui sebuah Peraturan Menteri 

Keuangan, pemerintah harus pula memperoleh sasaran yang tepat, yakni keseluruhan 

instrumen-instrumen industri video gim dalam negeri. Hal tersebut dapat tercapai dengan 

memberikan pembatasan ataupun syarat seperti misalnya fasilitas kredit pajak hanya berlaku 

bagi entitas badan hukum perseroan terbatas dalam negeri, adanya ambang batas kepemilikan 

saham oleh subjek pajak dalam negeri, hingga syarat seperti produksi dengan ketentuan 

minimal muatan bahan lokal dengan batasan minimal tertentu. Melalui desain kebijakan pajak 

yang lebih tepat menyasar serta menjawab persoalan mengenai tantangan industri video gim 

dalam negeri, maka keterbatasan serta tantangan tersebut akan berpotensi lebih terimbangi oleh 

insentif yang diberikan. Dengan demikian keseimbangan antara gerak laju pertumbuhan 

industri video gim dalam negeri dengan tujuan pemajakan untuk pemasukan negara dapat 

berlangsung dengan baik.  
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LAMPIRAN I 
 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Anggi P.I. Tambunan, Manager of Tax Compliance & Litigation Services 

Danny Darussalam Tax Centre 

 

P: Penulis 

A: Bapak Anggi P.I. Tambunan 

 

(Penulis memberikan penjelasan secara singkat atas latar belakang skripsi serta dasar hukum 

yang menjadi pembahasan dalam skripsi) 

P: Melalui insentif dengan tujuan memicu penanaman modal dalam negeri, apakah insentif 

atas dividen dapat mengatasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh industry video 

gim dalam negeri, terutama mengingat industry video gim dalam negeri memiliki beberapa 

keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta modal itu sendiri?  

A: Kita coba liat dulu dari pengertian atas dividen dulu kali ya, dividen kita bagi dua dulu, 

ada investor local dan luar neger. Yang local ini sepertinya given ya,dalam konteks dia kecil 

jadi besar di Indonesia. Lalu dia punya anak perusahaan di Indoensia. Sehingga ketika dia 

terima dividen, berhubung kita sudah punya intercorporate dividend sejak tahun 2000, bahwa 

penerimaan dividen bagi perushaan yang menanamkan modal lebih dari 25% itu ga kena 

pajak tuh.  Maka itu tidak masalah dari awal. Omnimbus law ini kita anggap sebagai sebuah 

insentif, kenapa gitu karena sebelumnya ga demikian. Nah masalahnya begini, Indonesia 

mengatakan hal tersebut insentif tapi ternyata luar negeri tidak nganggep itu insentif. Karena, 

kan para investor itu berasal dari negara OECD, rata-rata OECD. Yang mana negara-negara 

tersebut di dalam negerinya atas dividen itu dibebaskan dari pajak seluruhnya. Makanya ini 

bukan suatu ha

double taxation di anak perusahaan dan induk. Maka sejak awal memang Indonesia yang 



 
 

ngasih pintu atau batasan untuk para investor invest di Indonesia dengan pajak. Maka, 

harusnya sudah saatnya dibebaskan. 

Nah kondisi-kondisi ini kalau kita lihat di UU Nomor 11/2020 tentang dividen ini. 

Sebenarnya ngga semua dividen akan diberikan pembebasan, tetep ada syaratnya. Makanya 

kondisinya kini, Indonesia yang tadinya sudah menciptakan pintu sejak awal malah 

menciptakan pagar sekarang. Maka kalua dilihat dari sisi investor ini membantu, tapi ya ngga 

signifikan juga.  

Konteks industri video gim ini kan sudah melangkah jauh, dan sudah jauh lebih simple. Kalo 

konsol based ini kan pajak nya lebih jelas ya, maksudnya kebanyakan perdagangannyanya itu 

lewat ATPM maka kalo gini kan jelas dan gampang deteksi pajaknya. sekarang 

pertanyaannya aturan mana untuk menerima insentif tersebut? Nah kalo internet based, ga 

ada perwakilannya ga ada di Indonesia orang mau purchase sesuatu, gimana pajaknya terus? 

P: Sorry mas anggi memotong, sempet sebenernya aku kepikiran sampe situ. Mungkin 

bentuknya BUT kalo untuk perwakilannya tapi aku memang menggeret ke industry local dan 

entitasnya sini, aku sebenrnya memang mengelompokannya kesitu sih mas. 

A: Jadi ada akan dua permasalahan berarti, gimana kalo perusahaan-perusahaan itu gaada di 

indoensia? Bagaimana kita bisa memajaki mereka? Karena dari penghasilan mereka, kita 

gaada nexusnya di Indonesia. 

Kalo aku jadi perusahaan aku pilih PMSE, karena gaada pengaturan teknisnya. Apalagi 

sekarang kita lagi ada masalah perpajakan secara global antara pilar satu atau dua kan, 

apakah mau pakai economic present kah atau minimum tax? Tapi belum ada putusannya ya 

apalagi indonesia mau laksanakan PMSE, akan dianggap sebagai sebuah diskriminasi oleh 

pihak luar. Karena anggapannya, indonesia mau ngasih obstacle nih. Dan masalah ini bisa 

urusannya sama WTO dan itu bahaya. Contohnya perancis deh sama amerika yang mana 

perancis memberlakukan PMSE, langsung amerika marah dan mengenakan sanksi dagang 

berupa cukai untuk seluruh barang yang masuk ke amerika. Yang akhirnya jadi rintangan 

itu merugikan banget. Dan terkait dengan case itu akhirnya apa, akhirnya perancis 

menangguhkan PMSE itu sendiri loh. Jadi ga diberlakukan dulu. Karena kalo ga pake 

kesepakatan global, maka akan ada anggapan bahwa kebijakan tersebut ada;ah rintangan dan 

halangan dagang, yang pastinya akan langsung dibales sama negara satunya lagi dengan 

membuat hal yang sama. 



 
 

P: Jadi akan muncul besar posibility untuk ada economic war begitu ya? 

A: Iya, karena pasti ada yang merasa tercederai, dikenain pajak tambahan. Negara itu pasti 

ngga mau kalah dong. Makanya banyak negara yang sudah melancarkan PMSE tapi belum 

ada peraturan teknisnya, karena mereka masih menunggu dari OECD untuk melakukan 

kesepakatan global. Karena kalo kesepakatannya masif maka kecil kemungkinan ada 

penentangan kayak di case amerika vs perancis tadi. Itu diskriminasi dan rintangan dagang. 

P: Oke mas Anggi, boleh aku nyela dikit ngga mas? Kalo sekarang ada PMSE, maka aku 

sekarang ingin versus-in antara PMSE ini dengan insentif pajak atas dividen di UU Ciptaker. 

Akan mempan ngga mas?  

A: Aku kira sih ngga akan mempan. Karena kita ngga tau akan seberapa besar nantinya 

PMSE itu. Yang kedua, PMSE ini pajak baru tapi lucunya ga ada hukum awalnya, harusnya 

minimal perpu dan undang-undang. Kenapa harus undang-undang? Karena pajak dan 

pemungutannya harus diatur di dalam Undang-undang. Itu kata Undang-undang dasar. Maka 

kalo dia pajak baru dan dibandingin sama insentif ya ngga sebanding sama exposurnya 

(PMSE). 

Karena kalo kita kasih insentif ini ataupun tidak, negara sana kan masih bisa melakukan 

pengkreditan. Maka sebenarnya ini buka insentif yang seberapa, ini hanya untuk menghindari 

adanya double taxation aja sih. 

P: Nah mas anggi, kalau begini terkait dengan peredaran barang ini sebaiknya menurut mas 

anggi mereka dikasih exposure apa? Karena mengingat mereka barang tak berwujud 

A: Nah ini, waktu kita bikin PPN tahun 85, kalo pajak untuk transaksi kita kenainnya PPN, 

kalo unutk penghasilan kita kenakan PPh. Nah untuk setiap playing field jadi ada beban yang 

sama, nah kalo sekarang masuk ranah internet untuk para pengusaha bisa menjual produknya 

tanpa dikenakan PPN ataupun PPh itu kan diskriminasi juga, contoh gampangnya taxi online 

yang ga punya kewajiban KIR dan pajak daerah dan juga bisa dimohonkan dia tidak 

dikenakan PPN. Nah waktu ada grab dan gojek itu dia ga mungut PPN padahal ada 

penyerahan jasa, tapi gaada pembedaan. Artinya taxi konvensional terima pajak lebih besar 

dari taxi online. Nah playing fieldnya kan beda, dari konteks ini kita bisa lihat bahwa ada 

diskriminasi karena perushaan konvensional punya beban pajak yang besar, sendagkan digital 

beban pajaknya besar karena dia ngga ada nexusnya. Maka, sebenarnya sudah lama aku lihat 

perusahaan digital ini udah lama memanfaatkan adanya ketiadaan aturan. Nah kalo ini ga 



 
 

diatur maka konvensional bisa mati. Kalo dibiarin lama-lama ya negara nya yang mati karena 

banyak usaha tapi gaada yang bayar pajak. Jadi memang digital kena pajak, harusnya antara 

PPN dan PPh, tapi harus bisa disesuaikan dengan perusahaan digital ini. Nah inisiatifnya 

adalah untuk membuat PMSE, tapi gimana caranya PMSE ini ga memicu konflik ekonomi? 

Bahkan negara kayak India, Israel, Perancis, mereka ga berani untuk jalanin PMSE ini.  

P: tapi lalu apa yang harus dikenakan bagi Wajib Pajak PMSE karena sebenarnya Pajak 

PMSE ini konsepnya sama seperti PPN saja harusnya. 

A: Maka harus dikenakan secara imbang. Kalau dari Indonesia mengenakannya PPN atau 

PPh pasti negara asal tidak akan protes. Karena, di negara tersebut secara given memang 

sudah ada PPN dan PPh. 

P: Berarti kurang lebih menurut mas Anggi, bahwa insentifnya ini tidak boleh hilang namun 

PMSE ini harus ditangguhkan dan sebaiknya mempersiapkan mekanisme PPN dan PPh yang 

khusus, dengan benchmark khusus juga, benar begitu mas Anggi? 

A: Betul. Misalnya saja ada batasan untuk transaksi dalam ambang batas tertentu dikenakan 

atau tidak dikenakan PPN. Kemudian misalnya untuk PPh nya bisa diatur kalau ditemukan 

bahwa penghasilan atas gamers atau vendor dari indonesia, maka harus dihitung atas sebuah 

penghasilan tuh. Walaupun perusahaan tersebut tidak punya PT di Indonesia. Pertanyaannya 

jadi bagaimana memajaki perusahaan-perusahaan yang tidak mendirikan PT di dalam negeri 

(Indonesia)? Misalnya kayak ruang guru, dia memang PT disini tapi kapitalnya dimana? Di 

 

Jadi masalahnya itu akarnya pada bagaimana perusahaan digital itu diatur secara hukum di 

Indonesia itu ngga ada dan ga dipermudahkan pun juga bagi yang konvensional. 

P: Kalo untuk investornya sendiri mas Anggi, apakah memang karena adanya Insentif yang 

diberikan oleh UU Cipta Kerja ini bener-bener akan membuat suatu fakta baru bahwa 

investor akan mau menginvestasikan uangnya di Indonesia. 

A: Aku kira ini bukan yang paling utama, tapi mungkin persoalan pajak masih masuk big 

four atau big five alasannya. 

P: Lalu pertimbangan terbesarnya untuk goal banyak investasi dalam negeri ini apa menurut 

mas Anggi? 



 
 

A: Bagi ku pasti bisnisnya itu sendiri, dan bagaimana iklim industrinya itu. Misalnya ada 

potensi konsumen terbesar atau karena kondisi ekonomi makanya dia mau dapat banyak 

keuntungan. Misalnya kayak ellon musk yang mau bikin pabrik baterai disini, karena disini 

banyak timah jadi ya business reason nya. Kecuali negara kita itu memang negara yang 

stating zone untuk tax avoidance baru itu faktor utama kalo ada perusahaan keuangan atau 

Bank misalnya. 

Indonesia sendiri sebenarnya yang bikin pintunya sendiri. Kalo untuk intentionnya juga 

sepertinya most likely ini bukan seperti insentif tapi mungkin untuk tujuan flexibilitas 

(deregulasi). 

(Wawancara selesai) 

 


